Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

Menimbang

Mengingat

DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber penerimaan daerah khususnya di bidang
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu adanya perubahan
Peraturan Daerah tersebut;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



s 8 =

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 30290);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menetapkan

dan
BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 9);

b. Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 1),

diadakan perubahan pada ketentuan Pasal 7, sehingga Pasal

7 berbunyi sebagai berikut:



(1)

)

(3)

Pasal 7

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai

berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma
nol tujuh puluh lima persen) per tahun;

b. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu
rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus
lima puluh persen) per tahun; dan

c. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua
ratus persen) per tahun;

Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali
kawasan tanah produktif yang dikuasai oleh masyarakat
yang masih digunakan untuk kegiatan usaha pertanian,
maka dikenakan tambahan tarif 50% (lima puluh persen)
dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai
berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,113 % (nol koma
seratus tiga belas persen) per tahun,;

b. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu
rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0.225% (nol koma dua
ratus dua puluh lima persen) per tahun; dan

c. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0.300% (nol koma tiga
ratus persen) per tahun.

Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah

lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau

lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan
pengurangan 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.038% (nol koma
nol tiga puluh delapan persen) per tahun;

b. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu
rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0.075% (nol koma nol tujuh
puluh lima persen) per tahun; dan

c. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0.100% (nol koma seratus
persen) per tahun.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

-~

Dra. RUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 203-10/2020.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012) menerapkan 2 (dua)
klasikasi tarif yaitu 0,075% untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) kurang
dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 0,200% untuk Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau
lebih, sehingga apabila terjadi perubahan (kenaikan) Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) dari semula dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih
maka pengenaan pajak yang harus dibayar akan naik tajam sehingga
akan memberatkan Wajib Pajak (WP). Maka untuk mempersempit
perbedaan pengkasifikasian tarif yang diukur dari Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) sehingga perlu untuk merubah Peraturan Daerah tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas
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